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b. bahwa dengan ditecapkannya Peraruran Menteri Dalam 
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kl11silikn$i, 
Kodeflkasi, dan Nomcnklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerab, tcrdapat 
perubahan pada ketentuan klasifikasi, kodefikasi, dan 
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan 
daerah sehingga perlu melakukan pemetaan dan 
penyesuaian program dan kegiatan dalam dokumen 
perencanaan pcmbangunan yang tertuang dalam 
Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2019 teruang 
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Kudus Nomor 63 Tahun 2019 tcntang 
Perubahan atas Pemturan Bupati Kudus Nomor 35 
Tohun 2019 tcntang Rcncana Strategis Perangkat 
Daerah Kabupateo Kudus Tahun 2018·2023; 

a. bahwa gun a melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat ( 11 
Pera.t.uran Mentcri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
teruang Tata Cara Perencanaan, PengendaUan dan 
Evaluasi Pembe.ngunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembanguna.n Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubaban Rencana Pembangunan Ja11gka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah dan Rencana Kerja Pemeriatah Daerah, telah 
ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tabun 
2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 
Kabupaten Kuduo Tahun 2018-2023, eebagaimana telah 
diubab dengan Peraturan Bupali Kudus Nomor 63 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupao 
Kudus Nomor 35 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis 
Peranglcat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023; 

BUPATI KUDUS, 

Menimbang 

PERUBAHAN J(EDUA ATAS Pe:RATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANO RENCANA STRATEGIS 

PERA.NG.KAT DAERAH KABUPATEN KU DUS TAHUN 2018-2023 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR 5 TAffUN .:OZ? 

BUPATJ KUDUS 
PROVINS! JAWA TENOAH 



l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pemben tu.kan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propmsi Jawa Tengah: 

2. Undang-Undang Nomor l 7 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republic Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembara,, Negara 
Republilc Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undsng Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan IUltarn Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republilc Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Unde.ng Nomor 17 Tahun 2007 ,entaogRencana 
Pembangunan Jangka PanJe.ng Nasional Tahun 2005- 
2025 (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara. Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang·Undang Nomor 26 Tahun 2007 rentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4725), sebe,gaimana telah 
diubah dc.ngan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Clpta Kerja [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor6573); 

8. Undang-Undang Nornor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lmtas clan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lem.baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana 
telah diubab dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

c. bahwo. berdaearkan pertimbangan sebagaJ.mana 
dimaksud huruf a dan huruf b, pertu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2019 tentang 
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2018-2023; 
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9. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2009 tentang 
Perlindungan clan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomnr 5059), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta l{crja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 6573); 

10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Pertindungan tahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5068), sebagaimana teleh diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2020 Nomor 245, TambahM Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

I\. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentnng 
Perindustrtan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2020 
tcntang Cipta Kerja. (Lembantn Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

12. Undang-Undang l'fomor 51'ahun 2014 tentangAparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

13. Undang-Uodang Nomor 6 Tahun 2014 tentaQg Oesa 
(Lembaran Negara. Republlk Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495). sebagaimana telah diuban 
dengan Undang-Undang Nomor l l Tahun 2020 tentang 
Clpta l(erja (temberan Negara Republik Indonesia. Tahun 
:;!020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tonta.ng 
Pemerintahan Oaerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembara.n 
Negara Repubh1< Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
tel ah diu bab. beberapa kal! terakhir dengan U ndang 
Undang Nomor l I Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembman Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

15. Peraturan Pemerinrah Nomor 55 Tabun 2005 tentang 
Dana Pcrimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Trunbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan E:valuasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembo.ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Togas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4816); 

!8. Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ten tang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomcr 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4833), eebagaimana telsh diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 ten tang Perubahan 
atas Peraturan Pemerlnt.ah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 77, Tambaha.n Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6042); 

20. Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembamn Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembara.n Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Ulmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 6402); 

21. Peratun>.n Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 te.ntang 
Tata Ca:ra Penyelenggaraan Kajian Ling.kungan Hidup 
Stratcgls (Lembaran Negara Rep1.fblik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5941); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembara.n 
Negara Republik lndono,,ia Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaron 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

~ {.(,~ 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 teotang 
Kerja Sama Daerah {Lembaran Negara Republtk 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Cndonesia Nomor 6219); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tamhahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomm· 6322); 

26. Peracuran Pemetiotah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

27. Pera tu ran Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tuiuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 

28. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berb8Jli8 Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

29. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tcntang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembanguruui Daerah, Tata Cara Bvaluasi 
Rancangan Peraturan Oaerab tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Oaerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Paajang 
Daerah, Rencanst Pembangunan Jangka Menengah 
Oaerah dan Rencana Kerja Pemerintah Oaerah (Belita 
Negal'a Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 1312); 

30. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 90 Ts.bun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomcnklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Oaerali 
(Berita Negara Republlk Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

31. Pcraturan Oaerah Provinsi Jawa Tcngah Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsl Jawa Tengah Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 
Nomor 3, Tambahan L.emW:man DaerAA Provinei Ja.wa 
Tengah Nomor 9); 

32. Peraturan Oaerah Provinsi Jawa Tengah Nomor6 Tahun 
20 IO tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Jaws Tengah Tahun 2009-2029 {Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jaws Tengab Nomor 28) 
sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Oaerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Perubaban atas Peraturan Oaerah Provinsi Jawa Tengah 
Nornor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayab Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009•2029 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provlnsi Jawa 
Tengab Nomor 12l)l 'Y ~' 
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MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATl TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 35 TAHUN 2019 
TENTANG RENCANA S'l'RAT£0JS Pl!:RANGKAT OAERAH 
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018-2023. 

33. Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah 
Daerab Provinsi Jawa Tengah Tahun 20 lS-2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 
Nomor S. Tambahan Lernbaran Daerah Provinsi Jawa 
Ten(lah Nomor 1 JO); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tabun 
2008 ten tang Tata Cara Penyusunan, Pengendallan, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Roncana Pembangunan Daerah 
Kabupaten KudU$ (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 107); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 'l'ahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembsran 
Oaerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor .l l, 
Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten Kudus Nomor 
113); 

36. Peraturan Daerab Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 
2012 tentang Reneana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Kudus Tahun 2012-2032 [Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor J 66); 

37. Peraturan Dacrab Kabuparen Kudus Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Pembenruk:an dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Oaerah Kabupaten Kudus Nomor 193); 

38. Peraturan Oaerah Kabupaten xudus Nomor l Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Kudus Tabun 20 I S-2023 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 
218); 

39. Peraruran 8upati Kudus Nomor 35 Tahun 2019 tentang 
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupatcn Kudus 
Tahun 2018-2023 (Belita Oaerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2019 Nomor 35), sebagairnana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 63 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus tiomo.r 
35 Tahun 2019 r.entang Rencana Strategis Perangkat 
Daerah Kabupaten Kudui, Tahun 2018-2023 (Serita 
Daerah Kabupat.en Kudu$ Tahun 2019 Nomor 63); 
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SERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 5 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal 10 F<brum 20.u 

~'mfl~ W.BUPATEN KUDUS, 

T~ 

Ditetapkan di Kudus 
pada tanggaJ 9 Febru.ri 2022 

/}gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupa.ti ini dengan pencmpatannya 
dalam Serita Daerah I<abu paten Kudus. 

Peraturan Bupati tni mulal berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal ll 

Keteotuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nornor 
35 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Dacrah 
Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Serita Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 35), sebagaimana telab 
diubah dengan Peraturan Bupati Kuctus Nornor 63 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudua 
Nomor 35 Tallun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.(Berita Daeralt 
Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 63) diubah aebingga 
berbunyi sebagairnana cerca.ntum dalam Lampiran yang 
merupakan bagtan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ioi. 

Pasal I 
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